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ABSTRACT
The background of this research was the reality in the field shows that the

information that should have been conveyed by the chief of Kampung Baru Sentajo
village to the community about the use of the Village Budget (APBDes) through the
Village Conference by using Announcement Board at the Village Office, and other
Media that can support the Transparency usage APBDes funds have not been
implemented and even though there is still very little information. In order for the
APBDes function to run optimally, the budget policy and recording of revenues and
expenditures must be carried out carefully and systematically in the village
financial administration book. Knowledge of administration at the village level is
indeed very minimal, especially the problem of the administration of the budget for
social assistance and village development.The purpose of this study was to evaluate
the implementation of Village Financial Administration in Kampung Baru Sentajo
Village, Sentajo Raya district Kuantan Singingi regency. In this study the
researchers concluded that in the implementation of village financial
administration in the kampung baru sentajo village is less good.

Keywords: Evaluation,Village Financial Administration

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kenyataan dilapangan menunjukan bahwa
informasi yang seharusnya disampaikan kepala desa Kampung Baru Sentajo kepada
masyarakat tentang penggunaan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDes) melalui Musyawarah Desa, Papan Pengumuman di Kantor Desa, dan Media
lain yang dapat mendukung dari Tranparansi penggunaan dana APBDes belum
terlaksana dan kalupun ada informasinya masih sangat sedikit. Agar fungsi APBDes
dapat berjalan secara optimal, maka kebijakan anggaran dan pencatatan atas
penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan sistematis pada buku
administrasi keuangan desa. Pengetahuan administrasi di tingkat desa memang sangat
minim, terutama masalah administrasi anggaran bantuan sosial dan pembangunan desa.
Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi pelaksanaan Administrasi Keuangan Desa Di
Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.
Dalam penelitian ini Peneliti mengambil kesimpulan bahwa dalam Pelaksanaan
Adminisrasi Keuangan desa di Desa Kampung Baru Sentajo yaitu kurang baik.

Kata kunci: Evaluasi, Administrasi Keuangan Desa
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1. PENDAHULUAN
Kenyataan dilapangan menunjukan bahwa informasi yang seharusnya

disampaikan kepada masyarakat tentang penggunaan dari dana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) melalui Musyawarah Desa, Papan
Pengumuman di Kantor Desa, dan Media lain yang dapat mendukung dari
Tranparansi penggunaan dana APBDes belum terlaksana dan kalupun ada
informasinya masih sangat sedikit. Keuangan Desa memegang peranan yang
sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Agar fungsi APBDes
dapat berjalan secara optimal, maka kebijakan anggaran dan pencatatan atas
penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan sistematis pada
buku administrasi keuangan desa.

Di dalam setiap kehidupan organisasi,baik organisasi pemerintah,
organisasi swasta, maupun organisasi masyarakat,penyelenggaraan tugas-tugas
keorganisasian harus dicatat dan didokumentasikan secarabaik, karena merupakan
bagian dari kinerja organisasi dalam rangka mencapai tujuandalam organisasi
tersebut.Untuk menunjang pelayanan prima kepada masyarakat di tingkat desa,
dibutuhkanKepala Desa serta perangkatnya yang mampu dalam melayani
kebutuhan masyarakatkhususnya di bidang administrasi. Pengetahuan
administrasi di tingkat desa memang sangat minim, terutama masalah administrasi
anggaran bantuan sosial dan pembangunan desa. Memang banyak Kepala Desa
yang sering tersandung masalah anggaran akibatkurangnya pengetahuan tentang
administrasi. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri
No.113/2014 tentang pengelolaan keuangan desa memberikan landasan bagi
semakin otonomnya desa secara praktik, bukan hanya sekedar normatif. Dengan
adanya pemberian kewenangan pengelolaan keuangan desa (berdasarkan
Permendagri 113/2014), seharusnya desa semakin terbuka dan responsibilitas
terhadap proses pengelolaaan keuangan. Dalam Ketentuan Umum Permendagri
No. 113/2014 disebutkan bahwa “Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan,
pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa".

Sehingga dengan hak otonom tersebut harapannya desa dapat mengelola
keuangannya secara mandiri. Baik mengelola pendapatan dan sumber-sumber
pendapatan juga mengelola pembelanjaan anggaran. Akan tetapi, pada
kenyataannya sangat banyak desa yang belum dapat memanfaatkan
keistimewaannya tersebut. Ketergantungan dana dari pemerintah pusat maupun
daerah masih sangat kuat. Desa belum dapat mengoptimalkan sumber-sumber
pendapatan desa dengan berbasis pada kekayaan dan potensi desa setempat.

Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang
khususnyadilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib
melakukanpencatatanterhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan
pengeluaran.Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan
kronologis atastransaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Penatausahaan keuangan
desa yangdilakukan oleh Bendahara Desa dilakukan dengan cara sederhana, yaitu
berupa pembukuan belum menggunakan jurnal akuntansi. Penatausahaan

Penatausaan keuangan desa dilaksanakan oleh kepala desa dan kepala
desa menunjuk sekretaris desa untuk mengatur pengelolaan keuangan desa. Dana
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yang telah keluar masuk kerekening desa Kampung Baru Sentajo selanjutnya
sekretaris hanya mengambil dana untuk pos yang membutuhkan anggaran tersebut
digunakan untuk biaya administrasi pemerintah desa dan administrasi BPD,
belanja infrastruktur desa, sedangkan bantuan keuangan lembaga kemasyarakatan,
dan bantuan sosial harus meminta terlebih dahulu.

Berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan
desa kepala desa mempunyai kewajiban untuk melakukan penatausahaan
keuangan desa dengan mengangkat bendahara desa sebelum tahun anggaran
keuangan desa dimulai. Pencairan dana anggaran dilakukan melalui bendahara
desa. Dana anggaran selanjutnya diserahkan kepada pos-pos yang memerlukan
dana sesuai dengan anggaran pengelolaannya. Bendahara desa bertanggungjawab
sepenuhnya terhadap penerimaan dana dan pengeluaran dana desa. Selanjutnya
dana tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan dan pendanaan jenis–
jenis kegiatan sesuai dengan pos–pos yang memerlukan.

Bendahara Desa Kampung baru Sentajo melakukan pencatatan atas
seluruh penerimaan dan pengeluarandalam Buku Kas Umum untuk yang bersifat
tunai. Sedangkan transaksipenerimaan dan pengeluaran yang melalui
bank/transfer dicatat dalam Buku Bank.Buku Kas Pembantu Pajak digunakan oleh
Bendahara Desa untuk mencatatpenerimaan uang yang berasal dari pungutan
pajak dan mencatat pengeluaranberupa penyetoran pajak ke kas Negara. Khusus
untuk pendapatandanpembiayaan, terdapat buku pembantu berupa Buku Rincian
Pendapatan dan BukuRincian Pembiayaan.

Berdasarkan Pemendagri No.113 pasal 44 ayat 2 : Pemerintah
kabupaten/kota wajib menbina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan
desa.

Pelaporan pelaksanaan APBDesa (PP Ps. 103 & Permendagri Ps. 37, 40
& 41) yang dibuat oleh aparatur desa berupa Laporan Semesteran Realisasi
pelaksanaan APBDes. Kemudian disampaikan kepada pemerintah kecamatan
untuk dikoreksi dan dievaluasi terlebih dahulu yang kemudian dilaporan pada
pemerintah kabupaten / kota .

Namun dalam pengamatan peneliti dalam pelaksanaan administrasi
keuangan desa masih ada kekeliruan yang menjadi permasalahan di Desa
Kampung Baru Sentajo adalah sebagai berikut :
1. Masih terdapat beberapa kekeliruan dalam pemberian kode pada pembukuan

keuangan desa
2. Ada beberapa buku yang masihkosong atau tidak di isi sama sekali dengan

data-data yang seharusnya ada dalam ketentuan pembukuan keuangan desa.
3. Pengelolaan administrasi keuangan desa di Desa Kampung Baru Sentajo masih

kurang dalam mengikuti peraturan yang telah diatur
4. Kesulitan dan keterlambatan pemerintah desa dalam menyusun administrasi

Keuangan
5. Penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(APBDesa) di Desa Kampung Baru Sentajo seperti kegiatan pembangunan
fisik kadangkala pelaksanaan dari kegiatan pembangunan fisik tersebut tidak
dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam APBDesa (Volume kurang,
kualitas kurang dll).



396

Permasalahan pada Desa Kampunng Baru Sentajo diatas sudah tidak
sesuai lagi dengan Permendagri No. 113/2014 yang menyebutkan bahwa
“keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif
serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”. Hal tersebut merupakan
langkah penting yang patut didukung guna terwujudnya pengelolaan keuangan
daerah yang memiliki peranan penting dalam merepresentasikan semua aktivitas
dan kebijakan politik dan ekonomi pemerintahan daerah. Karena transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bentuk
efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik
(GoodGovernance).

Masalah diatas terjadi akibat Beberapa Faktor antara lain sebagai berikut :
1. Desa Kampung Baru Sentajo belum mampu secaramandiri menyusun

Peraturan Desa tentang APBDesa seperti perencanaan pendapatan, belanja
danpembiayaan desa sehingga diharapkan desa mampu mengelola
keuangannya secara baik,transparan dan akuntabel.

2. Pemerintah desa belum dapatmenjelaskan secara baik dan benar maksud dari
perencanaan kegiatan dan anggaran sulituntuk menyampaikan solusi konkrit
sesuai kondisi yang terjadi.

Ketidak mandirian desa Kampung Baru Sentajo dalam menyusun
rancangan APBDesa dan keseragamandokumen menjelaskan bahwa pemerintah
desa Kampung Baru Sentajo belum menganggap bahwa APBDes adalah dokumen
yang sangat penting dalam merencanakan, melaksanakan dan
mengevaluasikinerja pemerintah desa secara eksternal maupun internal sehingga
tercapainyapemerintahan desa yang membangun desa secara: bersih dan terhindar
dari kesalahankewenangan.Berdasarkan hal-hal di atas maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul: “Evaluasi Pelaksanaan Administrasi
Keuangan Desa Di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya
Kabupaten Kuantan Singingi ”.

2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori
2.1.1 Konsep Administrasi Negara

Secara etimilogi, administrasi berasal dari bahasa yunani “Administrare”
atau administer yang berarti mengendalikan, mengelola atau menangani urusan.
Urusan seperti negara, pemerintahan, rumah tangga ataupun penegelolaan suatu
bisnis atau usaha. Menurut Daryanto (2011:7) Administrasi adalah aktivitas-
aktivitas untuk mencapai suatu tujuan, atau proses penyelenggaraan kerja untuk
mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut purwanto
(2010:1) administrasi adalah suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani,
mengarahkan atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan.
2.1.2 Konsep Keuangan Negara

Administrasi keuangan negara dan daerah dimaknai sebagai serangkaian
proses akrivitas yang dilakukan olaeh aparatur egara atau daerah yang bertugas
atau terkait dalam bidang tugas pengelolaan keuangan negara/daerah, domana
akrivitas rerdiri dari tahapan-tahapan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan
objek keuangan negara/daerah, mulai dari tahap perumusan kebijakan,
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perencanaan, pengambilan keputusan, implementasi kebijakan, pengawasan,
sampai dengan tahap perhitungan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan
negara dan daerah.
2.1.3 Konsep Organisasi

Menurut Robbins (dalam Sembiring, 2012:13) Organisasi adalah kesatuan
(entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang
relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus
untuk mencapai tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Organisasi dipandang
sebagai suatu satuan sistem sosial untuk mencapai tujuan bersama melalui
usaha/kelompok. Dalam mengelola sumber daya manusia agar dapat bekerja
secara efektif perlu melakukan kegiatan manajemen kerja (managing work) dan
manajemen orang (managing people). Fungsi yang berhubungan dengan
manajemen kerja atau tugas adalah fungsi perencanaan, pengorganisasian, dan
pengendalian. Sedangkan yang terkait dengan manajemen orang berhubungan
dengan pelaksanaan fungsi komunikasi, kepemimpinan, dan motivasi. Dengan
melakukan fungsi tersebut, orang-orang atau kelompok yang bekerja sama dapat
bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi.
2.1.4.Konsep Perilaku Organisasi

Menurut Robbins (dalam Sebiring, 2012 : 14) Perilaku organisasi
berkaitan dengan bagaimana orang bertindak dan bereaksi dalam semua jenis
organisasi. Dalam kehidupan organisasi, orang dipekerjakan, dididik dan dilatih,
diberi informasi, dilindungi dan dikembangkan. Dengan kata lain, maka perilaku
organisasi adalah bagaimana orang berperilaku di dalam suatu organisasi.
Beberapa penulis memberikan pengertian tentang organisasi secara berbeda,
namun bersifat saling melengkapi. Organisasi adalah unit sosial yang saling sadar
dikoordinasikan, terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih yang berfungsi secara relatif
berkelanjutan untuk mencapai tujuan, bersama atau serangkaiaan tujuan.

Perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang menginvestigasi
dampak perilaku dari individu, kelompok dan struktur dalam organisasi, dengan
maksud menerapkan pengetahuan untuk memperbaiki efektivitas organisasi.
2.1.5 Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen adalah suatu seni untuk mengelola atau mengarahkan orang
lain agar dapat mencapai tujuan utama organisasi atau perusahaan, melalui proses
perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating),
dan mengelola (controlling) sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.
Dalam hal ini,efesien diartikan sebagai mendapat hasil yang diharapkan dengan
kebutuhan input yang paling sedikit , sementara efektif diartikan sebagai cara
yang paling mudah dan cepat untuk mencapai tujuan.
2.1.6 Konsep Good Governance

Menurut Kuncoro (2014 : 356) pengertian governance amat beragam. Pada
dasarnya ia diartikan sebagai tata kelola yang berhubungan dengan intraksi antara
pemerintah dengan masyarakat. Sedangkan ”governing” berarti semua kegiatan
sosial, ekonomi, politik dan administratif yang dilakukan sebagai upaya untuk
mengarahkan, mengendalikan, mengawasi dan mengelola masyarakat.

2.1.7 Konsep Evaluasi
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Beberapa teori evaluasi dikemukan oleh para ahli. Proses dalam Melakukan
evaluasi keuangan mungkin saja berbeda sesuai persepsi teori yang dianut, ada
bermacam-macam cara antara lain menurut Arikunto (2006:78) Evaluasiyakni
mengukur dan menilai, kita tidak dapat mengadakan penilaian sebelum
kitamengadakan pengukuran. Menurut Mehrens & Lehmann (dalam Purwanto
2008:3) menyatakan:Dalam arti luas evaluasi adalah suatu proses merencanakan,
memperoleh dan menyediakan informasi yang sangat diperlukanuntuk membuat
alternatif-alternatif keputusan.
2.1.8 Konsep Pemerintahan desa

Dikatakan oleh Koswara (2002:29) bahwa yang dimaksud pemerintahan
adalah:(1) dalam arti luas meliputi seluruh kegiatan pemerintah, baik menyangkut
bidang legislatif, eksekutif maupun yudikatif, (2) dalam arti sempit meliputi
kegiatan pemerintah yang hanya menyangkut bidang eksekutif.
2.1.9 Konsep Keuangan desa

Keuangan Desa terdiri dari sumber pendapatan desa, bantuan dari
pemerintah kabupaten, bantuan dari pemerintah dan pemerintah provinsi, bagian
dari dana perimbangan dan lain lain dari pendapatan desa yang sah.
2.10 Konsep Azas dan prinsip pengelolaan keuangan desa

Menurut Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, keuangan desa di
kelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan
dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Kerja

Evaluasi pelaksanaan
administrasi keuangan

desa

Indikator : Asas pengelolaan
keuangan desa

1. Tertib dan disiplin anggaran
2. Transparan
3. Akuntabel

Sumber : Pemendagri No 113 tahun
2014 tentang keuangan desa

Tercapainya administrasi
keuangan desa yang baik

Pemendagri No 113 tahun
2014 tentang keuangan desa
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Hipotesis kerja adalah dugaan sementara yang penulis simpulkan
berdasarkan observasi. Hipotesis dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan
Administrasi Keuangan Desa di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo
Raya Kabupaten Kuantan Singingi kurang baik.

3. Metode Penelitian
3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian survey, dengan tingkat
eksplanasi deskriptif, dengan menggunakan analisa data kualitatif. Menurut
Sugiono (2014:14) data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema
dan gambar. Penelitian dengan pendekatan naturalistik/kualitatif kebanyakan
datanya adalah data kualitatif walaupun tidak menolak data dan analisis secara
kuantitatif.
3.2 Informan

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek
penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.
(Bungin, 2007:76).

Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi
dan kondisi latar penelitian. Informan ini harus banyak pengalaman tentang
penelitian, serta dapat memberikan pandangannya dari dalam tentang nilai-nilai,
sikap, proses dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian setempat. Dalam
penelitian ini informan yang peneliti maksudkan adalah kepala desa , sekretaris
desa beserta stafnya, BPD beserta anggota, kaur dan kadus.
3.3 Sumber Data
3.3.1. Data primer

Menurut istijanto (2006:11) data primer adalah data asli yang
dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara
khusus. Data primer dalam penelitian ini diperoleh lansung dari tanggapan
responden terhadap item pertanyaan yang diajukan dalam penelitian.
3.3.2. Data sekunder

Menurut Istijanto (2006:11) didefenisikan sebagai data yang telah
dikumpulkan pihak lain , bukan oleh peneliti sendiri. Dapat juga dikatakan
sebagai data yang diperoleh atau dikumpulkan dari orang yang melakukan
penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.
3.4 Fokus Penelitian

Tidak ada satupun penelitian yang dapat dilakukan tanpa adanya fokus.ada
dua maksud yang peneliti ingin mencapainya dalam menetapkan fokus adalah
sebagai berikut : penetapan fokus dapat membatasi studi atau membatasi bidang
inkuiri, yang berarti bahwa dengan adanya fokus, penentuan tempat penelitian
menjadi lebih layak. Mungkin data cukup menarik, tetapi jika dipandang relevan,
data itu tidak akan dihiraukan. (Moleong, 2002:62).

Fokus penelitian ini merupakan batasan-batasan kajian dari variabel yang
diangkat dalam penelitian ini. Ada maksud yang peneliti inginkan untuk
mencapainya dalam menetapkan fokus adalah evaluasi pelaksanaan administrasi
keuangan desa pada program pembangunan desa.
3.5 Lokasi Penelitian
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Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian dilakukan dengan
ditetapkan lokasi dalam penilitian akan dapat lebih mudah untuk mengetahui
tempat dimana suatu penilitian dilakukan. Lokasi yang digunakan dalam penilitian
ini adalah pada Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten
Kuantan Singingi.
3.6 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi data yang dibutuhkan dalam penulisan
penelitian ini , maka menggunakan teknik yaitu:
1. Wawancara

Menurut sugiono (2014:157)Wawancara digunakan sebagai teknik
pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk
menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin
mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah
respondennya sedikit/kecil.
2. Observasi

Menurut Sutrisno (dalam sugiono 2014:165) observasi merupakan suatu
proses yang komplek, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis
dan psikhologis . Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan
dan ingatan.
3. Dokumentasi

Menurut Sugiono (2013:240) Dokumen merupakan catatan peristiwa yang
telah telah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan gambar atau karya-karya
monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan
harian,sejarah kehidupan, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang
berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen
yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang berupa gambar, patung film dan
lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi
dan wawancara dalam penelitian kualitatif.
4. Triangulasi

Triangulasi adalah istilah yang perkenalkan oleh Denzin (1978)
penggabungan berbagai metode dalam suatu kajian tentang satu gejala tertentu.
Keandalan dan kesalihan data dijamin dengan membandingkan data yang
diperoleh dari satu sumber atau metode tertentu dengan data yang didapat dari
sumber atau metode lain. Triangulasi bukan bertujuan mencari kebenaran, tetapi
meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data dan fakta yang dimilikinya.
(dalam Gunawan, 2015:217).
3.7 Metode Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Bogan dan Biklen (dalam moleong,
2016:248) adalah upaya yangg dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,
mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan data yang dapat
dikelola, memsistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa
yang penting dan apa yang dipelajari dan menemukan apa yang dapat diceritakan
kepada orang lain.

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah seperti
Miles dan Huberman (dalam Ahmad,2015:212) yang terdiri dari tiga tahap yaitu:
Reduksi, Penyajian dan penarikan kesimpulan.
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Data yang digunakan dan telah dikumpulkan dalam penelitian ini, baik
yang bersifat primer maupun yang sekunder adalah data kualitatif, sehingga teknis
analisis data yang digunakan juga menggukan teknik kualitatif, dimana proses
pengolahan data secara deduktif, yakni mulai dari dasar-dasar pengetahuan umum
sebagai dasar analisis, kemudian meneliti hal-hal yang bersifat khusus. Sehingga
dari proses analisis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Indikator Transparan

Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat
untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan
desa. Transparansi memberikan arti bahwa anggotamasyarakat memiliki hak dan
akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi
dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhankebutuhan hidup masyarakat.
4.1.1 Tanggapan Informan Mengenai Peningkatan Dalam Evaluasi Dan

Transparan dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Desa Untuk
Pembangunan Didesa
Berdasarkan observasi yang saya lakukan evaluasi dan trasnparansi desa

Kampung Baru Sentajo dalam upaya peningkatan pengelolaan keuangan desa dari
tahun sebelumnya sudah cukup baik. Namum dalam pelaksanaannya masih
terdapat beberapa kekurangan yang terjadi, seperti kurang transparannya
perangkat desa dalam pelaksanaan administrasi keuangan desa yang digunakan
dan dalam mengevaluasi setiap pengelolaan keuangan desa, karena dalam
melakukan evaluasi dari setiap pelaksanaan administrasi keuangan yang telah
dilakukan tidak dievaluasi dengan baik dan teliti sehingga jika terdapat kesalahan
dalam penatausahaannya tidak diperbaiki dengan tetap.
4.1.2 Tanggapan Informan Mengenai Prosedur Dalam Pengelolaan Keuangan

Desa
Berdasarkan observasi yang saya lakukan dilapangan prosedur dalam

pelaksanaan administrasi keuangan desa di Desa Kampun Baru sentajo masih
kurang baik, dalam mengikuti prosedur yang dilakukan khususnya dalam
pencatatan dan pelaporan keuangan desa, dalam pencatannya desa Kampung Baru
Sentajo masih sering melakukan kesalahan dan kekeliruan yang seharusnya
dilakukan dengan benar sesuai prosedur tetapi masih terjadi kesalahan pencatatan,
sehingga dalam pelaporan keuangan desa harus memperbaiki lagi pencatatannya
tidak hanya satu kali perbaikakan tetapi sampai tiga kali yang membuat waktu
pelaporan keuangan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
4.1.3 Tanggapan Informan Mengenai Media Catatan Dan Dokumen Yang

Digunakan Dalam Pengelolaan Keuangan
Berdasarkan observasi yang saya lakukan media catatan di Desa Kampung

Baru Sentajo tidak dipergunakan dengan baik. Media catatan keuangan desa yang
seharusnya ditempelkan dipapan informasi desa tidak ditempelkan sehingga
masyarakat tidak mengetahui penggunaan dan pengeluaran desa. media catatan
keuangan desa yang ada tidak dipergunakan oleh desa dengan baik hanya
disimpan saja tidak ditempelkan dipapan informasi.
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4.2 Indikator Akuntabel
Akuntabilitas menyangkut pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa

proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus
benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas
mempunyai arti bahwa setiap pengguna anggaran harus bertanggung jawab
terhadap penggunaan sumber daya yang dikelola untuk mencapai hasil yang
ditetapkan.
4.2.1 Tanggapan Informan Mengenai bentuk Pertanggung Jawaban Dalam

Pelaksanaan administrasi Keuangan desa
Bentuk pertanggung jawaban desa Kampung Baru Sentajo dalam

pelaksanaan administrasi keuangan desa aalam dengan laporan keuangan dari
setiap penggunaan keuangan desa. Namun berdasarkan observasi yang saya
lakukan bentuk pertanggungjawaban desa dalam pelaksanaan administrasi
keuangan desa masih kurang baik. Karena masih ada dari beberapa perangkat desa
yang tidak mengetahui apa saja nama dokumen keuangan yang telah mereka tanda
tangani. Jika mereka tidak mengetahui nama dari dokumen keuangan yang ditanda
tangani bagaimana bisa dipertanggungjawabkan dengan baik.
4.2.2 Tanggapan Informan Mengenai Konsekuensi/Ganjaran Yang Diterima

Jika Terjadi Kesalahan Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan
Berdasarkan observasi yang saya lakukan ganjaran atau sanksi yang

diterima perangkat desa jika melakukan kesalahan kurang memberikan efek jerah,
sanksi yang doterima tidak ada, tidak adanya teguran dari kepala desa ataupun
dari kecamatan saat melakukan pelaporan keuangan.
4.2.3 Tanggapan Informan Mengenai Pengelolaan Keuangan Desa Yang

Dipergunakan Seoptimal Mungkin Dan Dapat Dipertanggung Jawabkan
Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pengelolaan

keuangan desa sudah dapat dipergunakan seoptimal mungkin dan dapat
dipertanggung jawabkan sesuai dengan pencapaian yang sudah dilakukan oleh
kepala desa dan pernagkatnya.

Berdasarkan observasi yang saya lakukan pelaksanaan administrasi
keuangan desa sudah dilakukan dengan optimal. Dalam pelaksanaan keuangannya
sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
4.3 Indikator Tertib dan Disiplin Anggaran

Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus
mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya bahwa seluruh anggaran
desa harus dilaksanakan secara konsisten dan dilakukan pencatatan atas
penggunaannya yang sesuai prinsip akuntansi keuangan desa.
4.3.1 Tanggapan Informan Mengenai Prosedur Yang Telah Dilaksanakan

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam
pengelolaan keuangan desa sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan prosedur
dan peraturan yang telah ditetapakan namun masih ada sedikit kekeliruan yang
terjadi dalam pencatatan tapi diperbaiki lagi sesuai dengan prosedurnya.

Berdasarkan observasi yang saya lakukan laporan keuangan desa sudah
dilakukan dengan baik sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Namun
dalam beberapa laporan keuangan dari kegiatan pembangunan di desa Kampung
Baru Sentajo masih terjadi kekeliruan dan sedikit melenceng dari prosedur.
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Setelah dievaluasi oleh camat dan disuruh untuk diperbaiki dan desa
memperbaikinya sesuai dengan yang telah ditetapkan.
4.3.2 Tanggapan Informan Mengenai kendala dalam pelaksanaan administrasi

keuangan desa
Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa cukup banyak kendala

yang dialami dalam pencatatan dan laporan keuangan desa. keterlambatan dalam
melaporkan keuangan desa sehingga pencairan dana desa menjadi terlambat dan
pembangunannya menjadi terbengkalai yang menimbulkan banyak kendala
dihadapi perangkat desa.

Berdasarkan observasi yang saya lakukan dilapangan masih terdapat
banyak kendala yang dialami perangkat desa dalam pelaksanaan administrasi
keuangan desa, terkadang mereka kewalahan dalam menangani pencatatan dan
pelaporan keuangan desa. masih sering melakukan kesalahan dalam pencatatan
sehingga banyak perbaikan lagi yang harus dilakukan ulang dalam pencatatan
yang memakan banyak waktu sehingga dalam pelaporan waktunya tidak sesuai
lagi dengan yang telah ditetapkan.
4.3.3 Tanggapan Informan Mengenai ketepatan Waktu Dalam Melaporkan

Keuangan Desa
Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa waktu yang telah

ditetapkan sebelumnya kurang berjalan dengan baik karena desa Kampung Baru
Sentajo masih terlambat dalam melaporkan pengelolaan keauangan desa. Desa
Kampung Baru Sentajo tidak tepat waktu dalam melaporkan keuangan desa. desa
Kampung Baru Sentajo kurang tertib dalam mengatur waktu untuk melaporkan
keuangan desa.

Berdasarkan observasi yang saya lakukan dalam pelaporan keuangan desa
Kampung Baru Sentajo tidak dilaporkan sesuai dengan waktu yang telah
ditetapkan. Dalam pelaporan keuangannya Desa Kampung Baru Sentajo masih
sering terlambat dan tidak tepat waktu.

5. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah peneliti lakukan

mengenai Evaluasi Pelaksanaan Administrasi Keuangan Desa di Desa Kampung
Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi sebagai
lokasi penelitian, maka peneliti mengambil kesimpulan dalam penelitian ini
bahwa dalam Pelaksanaan Adminisrasi Keuangan desa di Desa Kampung Baru
Sentajo yaitu kurang baik.
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